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 PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
 NOMOR 5 TAHUN 2015
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 WALIKOTA TASIKMALAYA,
 Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaanpembangunan dan pelayanan kepada masyarakat harusdilaksanakan melalui tata kelola kepemerintahanberdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
 b. bahwa kearsipan mempunyai peranan yang sangat strategisdalam mewujudkan tertib administrasi pemerintahan danuntuk meningkatkan kualitas pelayanan kepadamasyarakat melalui penyediaan data dan informasi yangsah dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga perludidukung dengan tata kelola yang andal dan ketersediaanarsip yang autentik, terpercaya, utuh dan dapat digunakan;
 c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam tata kelolakearsipan di Kota Tasikmalaya, maka penyelenggaraankearsipan yang telah diatur di dalam Undang-UndangNomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan PeraturanPemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang PelaksanaanUndang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,perlu ditindaklanjuti dengan peraturan daerah tentangpenyelenggaraan kearsipan yang materi muatannyaberpedoman kepada Peraturan Kepala Arsip NasionalRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang MateriMuatan Peraturan Daerah tentang PenyelenggaraanKearsipan;
 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkanPeraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentangPembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
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 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasidan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor152 Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5071);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor 53 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5286);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor189 Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5348);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5357);

Page 3
                        

- 3 -
 13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor24 Tahun 2012 tentang Materi Muatan Peraturan Daerahtentang Penyelenggaraan Kearsipan;
 14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor144);
 Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA
 dan
 WALIKOTA TASIKMALAYA
 MEMUTUSKAN :
 Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAANKEARSIPAN.
 BAB IKETENTUAN UMUM
 Pasal 1
 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
 1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah ProvinsiJawa Barat.
 2. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.
 4. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnyadisingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Tasikmalaya.
 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkatSKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkunganPemerintah Kota Tasikmalaya.
 7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkatBUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagianbesar modalnya dimiliki oleh Daerah.
 8. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
 9. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalamberbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembanganteknologi informasi dan komunikasi yang dibuat danditerima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah,lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik,
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 organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalampelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, danbernegara.
 10. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secaralangsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpanselama jangka waktu tertentu.
 11. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakanpersyaratan dasar bagi kelangsungan operasional penciptaarsip, tidak dapat diperbarui dan tidak tergantikan apabilarusak atau hilang.
 12. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannyatinggi dan/atau terus-menerus.
 13. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannyatelah menurun.
 14. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh penciptaarsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habisretensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telahdiverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsungoleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembagakearsipan.
 15. Arsip Terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengankeberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negarayang harus dijaga keutuhan, keamanan, dankeselamatannya.
 16. Arsip Umum adalah arsip yang tidak termasuk dalamkategori arsip terjaga.
 17. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi dibidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formaldan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan sertamempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawabmelaksanakan kegiatan kearsipan.
 18. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil darikewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaansarana bantu untuk mempermudah penemuan danpemanfaatan arsip.
 19. Arsip Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnyadisingkat ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuklembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakantugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan diibukota negara.
 20. Lembaga kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi,tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsipstatis dan pembinaan kearsipan.
 21. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandiriandan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dantanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
 22. Unit Pengolah adalah unit kerja pada pencipta arsip yangmempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semuaarsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip dilingkungannya.
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 23. Unit Kearsipan adalah unit kerja pada pencipta arsip yangmempunyai tugas dan tanggung jawab dalampenyelenggaraan kearsipan.
 24. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajibdilakukan terhadap suatu jenis arsip.
 25. Jadwal Retensi Arsip, yang selanjutnya disingkat JRAadalah daftar yang berisi paling sedikit jangka waktupenyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yangberisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsipdimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yangdipergunakan sebagai pedoman penyusutan danpenyelamatan arsip.
 26. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlaharsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unitpengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidakmemiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepadalembaga kearsipan.
 27. Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatanmeliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaanarsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yangdidukung oleh sumber daya manusia, prasarana dansarana, serta sumber daya lainnya.
 28. Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses pengendalianarsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputipenciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, sertapenyusutan arsip.
 29. Pengelolaan Arsip Statis adalah proses pengendalian arsipstatis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputiakuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan,pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistemkearsipan nasional.
 30. Akuisisi Arsip Statis adalah proses penambahan khasanaharsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakanmelalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hakpengelolaannya dari pencipta arsip kepada lembagakearsipan.
 31. Alih media adalah proses kegiatan mengubah arsip tekstualmenjadi arsip media baru.
 32. Sistem Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat SKNadalah suatu sistem yang membentuk pola hubunganberkelanjutan antar berbagai komponen yang memilikifungsi dan tugas tertentu, interaksi antar pelaku sertaunsur lain yang saling mempengaruhi dalampenyelenggaraan kearsipan secara nasional.
 33. Sistem Kearsipan Kota Tasikmalaya yang selanjutnyadisingkat SKK adalah suatu sistem yang membentuk polahubungan berkelanjutan antar berbagai komponen yangmemiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antar pelakuserta unsur lain yang saling mempengaruhi dalampengelolaan kearsipan di lingkungan Pemerintah KotaTasikmalaya.
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 34. Sistem Informasi Kearsipan Kota Tasikmalaya yangselanjutnya disingkat SIKK adalah sistem informasi arsip dilingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang dikelola olehSKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kearsipan yang menggunakan sarana jaringaninformasi kearsipan Kota Tasikmalaya.
 35. Jaringan Informasi Kearsipan Nasional yang selanjutnyadisingkat JIKN adalah sistem jaringan informasi dan saranapelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI.
 36. Jaringan Informasi Kearsipan Kota Tasikmalaya yangselanjutnya disingkat JIKK adalah sistem jaringaninformasi dan sarana pelayanan arsip di lingkunganPemerintah Kota Tasikmalaya yang dikelola oleh SKPD yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangkearsipan.
 37. Daftar Pencarian Arsip, yang selanjutnya disingkat DPAadalah daftar berisi arsip yang memiliki nilai gunakesejarahan baik yang telah diverifikasi secara langsungmaupun tidak langsung oleh lembaga kearsipan dan dicarioleh lembaga kearsipan serta diumumkan kepada publik.
 38. Organisasi kearsipan adalah unit kearsipan dan lembagakearsipan yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraankearsipan.
 39. Pemeliharaan Arsip adalah kegiatan menjaga keutuhan,keamanan, dan keselamatan arsip baik fisik maupuninformasinya.
 40. Penggunaan Arsip adalah kegiatan pemanfaatan danpenyediaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yangberhak.
 41. Pemberkasan adalah penempatan naskah ke dalam suatuhimpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuaidengan konteks kegiatannya sehingga menjadi satu berkaskarena memiliki hubungan informasi, kesamaan jenis ataukesamaan masalah dari suatu unit kerja.
 42. Program Arsip Vital adalah tindakan dan prosedur yangsistematis dan terencana yang bertujuan untukmemberikan perlindungan dan menyelamatkan arsip vitalpencipta arsip pada saat darurat atau setelah terjadimusibah.
 43. Sumber Daya Kearsipan adalah dukungan terhadap sistemkearsipan nasional berupa sumber daya manusia,prasarana dan sarana, organisasi kearsipan danpendanaan.
 44. Preservasi adalah keseluruhan proses dan kerja dalamrangka perlindungan arsip terhadap kerusakan arsip atauunsur perusak dan restorasi/perbaikan bagian arsip yangrusak.
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 BAB IIMAKSUD DAN TUJUAN
 Pasal 2
 (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untukmenjamin kepastian hukum dan menjadikan pedomandalam penyelenggaraan kearsipan yang dilaksanakan olehPemerintah Daerah dan BUMD.
 (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk :
 a. melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, BUMD danmasyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip;
 b. menjamin ketersediaan arsip yang autentik danterpercaya sebagai alat bukti yang sah;
 c. menjamin keselamatan dan keamanan arsip melaluitata kelola arsip yang andal;
 d. mewujudkan sistem penyelenggaraan kearsipan yangkomprehensif dan terpadu; dan
 e. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalampengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik danterpercaya.
 BAB IIIRUANG LINGKUP
 Pasal 3
 Peraturan Daerah ini mengatur Penyelenggaraan Kearsipan dilingkungan Pemerintah Daerah dan BUMD, yang meliputi:
 a. asas;
 b. penyelenggaraan kearsipan daerah;
 c. penetapan kebijakan kearsipan;
 d. pembinaan kearsipan;
 e. pengelolaan arsip;
 f. SIKK dan JIKK;
 g. sumber daya pendukung;
 h. peran serta masyarakat;
 i. kerjasama daerah;
 j. ketentuan sanksi;
 k. pengawasan dan pengendalian; dan
 l. ketentuan penutup.
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 BAB IVASAS
 Pasal 4
 Penyelenggaraan kearsipan daerah dilaksanakan denganberasaskan:
 a. kepastian hukum;
 b. keautentikan dan keterpercayaan;
 c. keutuhan;
 d. asal usul (principle of provenance);
 e. aturan asli (principle of original order);
 f. keamanan dan keselamatan;
 g. keprofesionalan;
 h. keresponsifan;
 i. keantisipatifan;
 j. kepartisipatifan;
 k. akuntabilitas;
 l. kemanfaatan;
 m. aksesibilitas; dan
 n. kepentingan umum.
 BAB VPENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAERAH
 Pasal 5
 (1) Penyelenggaraan Kearsipan Daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh SKPDyang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangkearsipan.
 (2) Penyelenggaraan Kearsipan Daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan melalui SKK yang meliputi :
 a. penetapan kebijakan;
 b. pembinaan kearsipan; dan
 c. pengelolaan arsip.
 (3) Penyelenggaraan Kearsipan Daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) didukung sumber daya kearsipan meliputi :
 a. sumber daya manusia;
 b. prasarana dan sarana;
 c. organisasi kearsipan; dan
 d. pendanaan.
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 BAB VIPENETAPAN KEBIJAKAN KEARSIPAN
 Pasal 6
 (1) Walikota menetapkan Kebijakan Kearsipan Daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a.
 (2) Kebijakan Kearsipan Daerah sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi :
 a. pembinaan;
 b. pengelolaan arsip;
 c. pembangunan SIKK dan JIKK;
 d. organisasi kearsipan;
 e. pengembangan sumber daya manusia;
 f. prasarana dan sarana;
 g. perlindungan dan penyelamatan;
 h. sosialisasi;
 i. kerjasama; dan
 j. pendanaan.
 (3) Kebijakan Kearsipan Daerah sebagaimana dimaksud padaayat (1) menjadi pedoman dalam PenyelenggaraanKearsipan di Daerah.
 Pasal 7
 Penetapan kebijakan Kearsipan Daerah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6 ditujukan untuk :
 a. mengatur standar dan kendali mutu terhadap pembinaandan pengelolaan kearsipan;
 b. menata pengelolaan Kearsipan Daerah dalam kesatuansistem kearsipan nasional;
 c. mengatur standar fungsi, kendali mutu dan meningkatkankapasitas unit kearsipan dan kelembagaan;
 d. mengatur kompetensi, profesionalisme dan kinerjakearsipan;
 e. mengatur standar dan kendali mutu terhadap prasaranadan sarana dalam pengelolaan kearsipan;
 f. mengatur kriteria, tanggung jawab dan strategi terhadapperlindungan dan penyelamatan arsip;
 g. mengatur strategi pencapaian visi dan misi pengelolaanKearsipan Daerah;
 h. mengatur prinsip-prinsip kerjasama; dan
 i. mengatur dan menetapkan program di bidang pengelolaankearsipan daerah.
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 BAB VIIPEMBINAAN KEARSIPAN
 Pasal 8
 (1) Pembinaan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal5 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan sebagai berikut :
 a. koordinasi penyelenggaraan Kearsipan;
 b. penyusunan pedoman Kearsipan;
 c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasipelaksanaan kearsipan;
 d. sosialisasi kearsipan;
 e. pendidikan dan pelatihan kearsipan; dan
 f. perencanaan, pemantauan dan evaluasi.
 (2) SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kearsipan melaksanakan pembinaan kearsipankepada SKPD, BUMD dan masyarakat.
 (3) Unit Kearsipan melaksanakan pembinaan kearsipan secarainternal di lingkungan Pencipta Arsip.
 Pasal 9
 (1) Dalam rangka pembinaan kearsipan daerah, PemerintahDaerah dapat memberikan penghargaan kearsipan kepadaPencipta Arsip, Arsiparis dan masyarakat.
 (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan kearsipansebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganPeraturan Walikota.
 Pasal 10
 Dalam rangka melindungi kepentingan Pemerintah Daerah danmasyarakat, SKPD yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang kearsipan dapat bekerja sama denganSKPD lainnya melakukan pembinaan kearsipan kepadalembaga swasta dan masyarakat yang melaksanakankepentingan publik.
 BAB VIIIPENGELOLAAN ARSIP
 Bagian KesatuUmum
 Pasal 11
 (1) Pengelolaan Arsip dilakukan untuk menjamin ketersediaandan keselamatan arsip yang autentik, utuh dan terpercayadengan didasarkan pada sifat keterbukaan danketertutupan informasi sesuai dengan ketentuan peraturanperundang undangan.
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 (2) Pengelolaan Arsip dilakukan terhadap :
 a. Arsip Dinamis; dan
 b. Arsip Statis.
 (3) Pengelolaan Arsip Dinamis menjadi tanggung jawabPencipta Arsip yang pelaksanaannya diatur sebagaiberikut :
 a. arsip dinamis aktif dan arsip vital di Unit Pengolah; dan
 b. arsip dinamis inaktif di Unit Kearsipan II.
 (4) Pengelolaan Arsip Statis menjadi tanggung jawab SKPDyang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangkearsipan.
 (5) Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis dilaksanakanoleh Arsiparis.
 (6) Dalam hal Pencipta Arsip belum memiliki Arsiparis, makapengelolaan Arsip dilaksanakan oleh fungsional umum yangmemiliki kompetensi di bidang kearsipan yang ditunjukoleh pimpinan Pencipta Arsip.
 Bagian KeduaPengelolaan Arsip Dinamis
 Paragraf 1Umum
 Pasal 12
 Pengelolaan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal11 ayat (2) huruf a, meliputi kegiatan :
 a. penciptaan Arsip Dinamis;
 b. penggunaan Arsip Dinamis;
 c. pemeliharaan Arsip Dinamis; dan
 d. penyusutan Arsip Dinamis.
 Pasal 13
 (1) Untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis diperlukan :
 a. tata naskah dinas;
 b. klasifikasi arsip;
 c. JRA; dan
 d. sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip.
 (2) Tata naskah dinas, klasifikasi arsip, JRA dan sistemklasifikasi keamanan dan akses arsip di lingkunganPemerintah Daerah ditetapkan oleh Walikota sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
 (3) Tata naskah dinas, klasifikasi arsip, JRA dan sistemklasifikasi keamanan dan akses arsip pada BUMDditetapkan oleh pimpinan BUMD sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
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 Pasal 14
 (1) Tata naskah dinas mencakup pengaturan jenis, format,penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi danpenyimpanan serta media yang digunakan dalamkomunikasi kedinasan.
 (2) Tata naskah dinas digunakan untuk memenuhi autentisitasdan reliabilitas arsip.
 Pasal 15
 (1) Klasifikasi arsip disusun berdasarkan pada analisis fungsidan tugas pencipta arsip yang disusun secara logis,sistematis dan kronologis.
 (2) Klasifikasi arsip digunakan sebagai dasar pemberkasan danpenataan arsip untuk mendukung akses, pemanfaatan danpenyusutan arsip.
 Pasal 16
 (1) Pemerintah Daerah dan BUMD wajib memiliki JRA.
 (2) JRA digunakan sebagai pedoman penyusutan danpenyelamatan arsip.
 (3) JRA terdiri atas JRA fasilitatif dan JRA substantif.
 (4) Penetapan JRA dilaksanakan setelah mendapatkanpersetujuan Kepala ANRI.
 Pasal 17
 SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangkearsipan melakukan asistensi dan bimbingan penyusunanJRA kepada Pencipta Arsip berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan.
 Pasal 18
 Klasifikasi keamanan dan akses arsip disusun sebagai dasaruntuk menentukan keterbukaan dan kerahasiaan arsip dalamrangka penggunaan arsip dan informasinya sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
 Paragraf 2Penciptaan Arsip Dinamis
 Pasal 19
 (1) Penciptaan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalamPasal 12 huruf a dilakukan oleh Pencipta Arsip dalamsetiap pelaksanaan tugas dan fungsi.
 (2) Penciptaan Arsip meliputi kegiatan:
 a. pembuatan Arsip; dan
 b. penerimaan Arsip.
 (3) Penciptaan Arsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)dilaksanakan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
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 a. tata naskah dinas, untuk memenuhi autentisitas danreliabilitas arsip;
 b. klasifikasi arsip, untuk mengelompokkan arsip sebagaisatu keutuhan informasi; dan
 c. klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, untukmenentukan keterbukaan atau kerahasiaan arsip dalamrangka penggunaan arsip dan informasinya.
 Pasal 20
 (1) Pembuatan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19ayat (2) huruf a harus didokumentasikan dengan didahuluiproses registrasi.
 (2) Arsip yang sudah diregistrasi harus didistribusikan kepadapihak yang berhak secara cepat, tepat, lengkap dan aman.
 (3) Unit Pengolah dan Unit Kearsipan II bertanggung jawabterhadap pengendalian arsip yang didistribusikan sesuaikewenangannya.
 (4) Pendistribusian arsip diikuti dengan tindakanpengendalian.
 Pasal 21
 (1) Penerimaan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19ayat (2) huruf b dianggap sah setelah diterima oleh pegawaiyang berhak menerima.
 (2) Penerimaan arsip harus didokumentasikan dengandidahului proses registrasi.
 (3) Arsip yang diterima didistribusikan kepada Unit Pengolahdiikuti dengan tindakan pengendalian.
 (4) Arsip yang telah didokumentasikan wajib dipelihara dandisimpan.
 Paragraf 3Penggunaan Arsip Dinamis
 Pasal 22
 (1) Penggunaan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalamPasal 12 huruf b diperuntukan bagi kepentinganPemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerahdan masyarakat.
 (2) Ketersediaan dan autentisitas Arsip Dinamis menjaditanggung jawab Pencipta Arsip.
 (3) Pimpinan Unit Pengolah bertanggung jawab terhadapketersediaan, pengolahan, penyajian Arsip Vital danArsip Aktif.
 (4) Pimpinan Unit Kearsipan II bertanggung jawab terhadapketersediaan, pengolahan dan penyajian Arsip Inaktif untukkepentingan penggunaan internal Pencipta Arsip dankepentingan publik.

Page 14
                        

- 14 -
 (5) Dalam rangka penggunaan Arsip Dinamis sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan alih media.
 (6) Penggunaan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilaksanakan sesuai dengan sistem klasifikasikeamanan dan akses arsip.
 (7) Mekanisme penggunaan Arsip Dinamis oleh pengguna yangberhak dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan.
 Paragraf 4Pemeliharaan Arsip Dinamis
 Pasal 23
 (1) Pemeliharaan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalamPasal 12 huruf c dilakukan untuk menjaga keautentikan,keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip, yangmeliputi arsip aktif, arsip inaktif dan arsip vital.
 (2) Pemeliharaan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud padaayat (1) termasuk di dalamnya arsip dalam kategori arsipterjaga dan arsip umum.
 (3) Pemeliharaan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
 a. arsip aktif, melalui kegiatan pemberkasan danpenyimpanan; dan
 b. arsip inaktif, melalui kegiatan penataan danpenyimpanan.
 (4) Pemeliharaan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud padaayat (2) dapat dilakukan alih media arsip.
 Pasal 24
 Pemeliharaan Arsip Vital dilaksanakan berdasarkan programArsip Vital.
 Pasal 25
 (1) Program Arsip Vital dilaksanakan dalam satu kesatuansistem pencegahan dan penanggulangan bencana.
 (2) Program Arsip Vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi kegiatan :a. identifikasi;b. perlindungan dan pengamanan; danb. penyelamatan dan pemulihan.
 (3) Program Arsip Vital ditetapkan oleh pimpinan PenciptaArsip berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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 Pasal 26
 (1) Pemberkasan Arsip dilakukan setelah arsip diregistrasi dandidistribusikan.
 (2) Pemberkasan arsip aktif dilakukan berdasarkan klasifikasiarsip terhadap arsip yang dibuat dan yang diterima.
 (3) Arsip yang telah dilakukan pemberkasan, dinyatakansebagai arsip aktif.
 (4) Pemberkasan arsip aktif pada Unit Pengolah menghasilkantersusunnya daftar arsip aktif.
 (5) Daftar arsip aktif terdiri atas :
 a. daftar berkas; dan
 b. daftar isi berkas.
 (6) Daftar berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf apaling sedikit memuat :
 a. unit pengolah;
 b. nomor berkas;
 c. kode klasifikasi;
 d. uraian informasi berkas;
 e. kurun waktu;
 f. jumlah; dan
 g. keterangan.
 (7) Daftar isi berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (5)huruf b paling sedikit memuat :
 a. nomor berkas;
 b. nomor item arsip;
 c. kode klasifikasi;
 d. uraian informasi arsip;
 e. tanggal;
 f. jumlah; dan
 g. keterangan.
 (8) Unit Pengolah menyampaikan daftar arsip aktif kepada UnitKearsipan dalam rangka pengelolaan SIKK dan JIKK.
 Pasal 27
 (1) Penataan arsip inaktif pada unit kearsipan dilaksanakanberdasarkan asas asal-usul dan asas aturan asli melaluikegiatan :
 a. pengaturan fisik arsip;
 b. pengolahan informasi arsip; dan
 c. penyusunan daftar arsip inaktif.
 (2) Daftar arsip inaktif paling sedikit memuat:
 a. pencipta arsip;
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 b. unit pengolah;
 c. nomor arsip;
 d. kode klasifikasi;
 e. uraian informasi arsip;
 f. kurun waktu;
 g. jumlah; dan
 h. keterangan.
 Pasal 28
 (1) SKPD dan BUMD membuat daftar arsip dinamisberdasarkan 2 (dua) kategori, yaitu :a. arsip terjaga; danb. arsip umum.
 (2) Daftar arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi :a. daftar arsip aktif; danb. daftar arsip inaktif.
 Pasal 29
 Tata cara pemberkasan arsip aktif, penataan arsip inaktif,pembuatan daftar arsip aktif dan pembuatan daftar arsipinaktif berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 Paragraf 5Penyimpanan Arsip
 Pasal 30
 (1) Penyimpanan arsip dilakukan terhadap arsip aktif daninaktif yang sudah didaftarkan dalam daftar arsip.
 (2) Penyimpanan arsip aktif dan inaktif sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin keamananfisik dan informasi arsip selama jangka waktupenyimpanan arsip berdasarkan JRA.
 Paragraf 6Penyusutan Arsip
 Pasal 31
 (1) Penyusutan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12huruf d, dilakukan oleh pencipta arsip berdasarkan JRA.
 (2) Penyusutan arsip meliputi kegiatan :
 a. pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unitkearsipan II;
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 b. pemusnahan arsip yang telah habis retensi dan yangtidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai denganketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
 c. penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepadaSKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kearsipan.
 Pasal 32
 (1) Pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unitkearsipan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2)huruf a, menjadi tanggung jawab pimpinan unit pengolah.
 (2) Pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unitkearsipan II dilaksanakan setelah melewati retensi arsipaktif.
 (3) Pemindahan arsip inaktif dilaksanakan denganmemperhatikan bentuk dan media arsip.
 (4) Pemindahan arsip inaktif di lingkungan pencipta arsipdilaksanakan melalui kegiatan :
 a. penyeleksian arsip inaktif;
 b. pembuatan daftar arsip inaktif yang dipindahkanmeliputi daftar berkas dan daftar isi berkas; dan
 c. penataan arsip inaktif yang akan dipindahkan.
 Pasal 33
 (1) Pelaksanaan pemindahan arsip inaktif sebagaimanadimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dituangkandalam berita acara dengan dilampiri daftar arsip inaktifyang dipindahkan.
 (2) Berita acara pemindahan dan daftar arsip inaktif yangdipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditandatangani oleh pimpinan unit pengolah dan pimpinanunit kearsipan II.
 Pasal 34
 (1) Pemindahan arsip inaktif yang memiliki retensi di bawah 10(sepuluh) tahun dilakukan dari Unit Pengolah ke UnitKearsipan II.
 (2) Pemindahan arsip inaktif yang memiliki retensi palingsingkat 10 (sepuluh) tahun dipindahkan dari UnitKearsipan II ke Unit Kearsipan I.
 Pasal 35
 (1) Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31ayat (2) huruf b pada pencipta arsip, menjadi tanggungjawab pimpinan pencipta arsip.
 (2) Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan terhadap arsip yang :
 a. tidak memiliki nilai guna;
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 b. telah habis masa retensinya dan berketerangan musnahberdasarkan JRA;
 c. tidak ada peraturan perundang-undangan yangmelarang; dan
 d. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatuperkara atau masih diperlukan untuk barang buktisuatu perkara yang sedang berlangsung.
 Pasal 36
 (1) Penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada SKPDyang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangkearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2)huruf c dilakukan terhadap arsip yang :
 a. memiliki nilai guna kesejarahan;
 b. telah habis retensinya; dan/atau
 c. berketerangan dipermanenkan sesuai JRA penciptaarsip.
 (2) Penyerahan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) wajib dilaksanakan oleh SKPD dan BUMD.
 (3) Khusus untuk arsip yang memiliki nilai guna kesejarahanyang berkenaan dengan kepentingan publik, wajibdiserahkan oleh perusahaan swasta dan masyarakatkepada SKPD yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang kearsipan.
 (4) Penyerahan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dan ayat (3) menjadi tanggung jawab pimpinan penciptaarsip.
 Pasal 37
 (1) Arsip statis yang diserahkan oleh pencipta arsip kepadaSKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kearsipan harus merupakan arsip yang autentik,terpercaya, utuh, dan dapat digunakan.
 (2) Dalam hal arsip statis yang diserahkan tidak memenuhiketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), makapencipta arsip wajib melakukan autentikasi untukmemperoleh arsip yang autentik, terpercaya, utuh, dandapat digunakan.
 (3) Apabila pencipta arsip tidak melakukan autentikasisebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangkearsipan berwenang menolak penyerahan arsip statis.
 (4) Dalam hal arsip statis yang tidak diketahui penciptanya,autentikasi dilakukan oleh SKPD yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang kearsipan.
 Pasal 38
 Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan arsipsebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) diatur denganPeraturan Walikota.
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 Bagian KetigaPengelolaan Arsip Statis
 Paragraf 1Umum
 Pasal 39
 (1) SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kearsipan wajib melaksanakan pengelolaanterhadap setiap arsip statis yang diterimanya.
 (2) Pengelolaan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi :
 a. akuisisi arsip statis;
 b. pengolahan arsip statis;
 c. preservasi arsip statis; dan
 d. akses arsip statis.
 Paragraf 2Akuisisi Arsip Statis
 Pasal 40
 (1) Akuisisi arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui verifikasi secaralangsung atau tidak langsung.
 (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur akuisisi arsipstatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganPeraturan Walikota.
 Paragraf 3Pengolahan Arsip Statis
 Pasal 41
 Pengolahan arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh SKPD yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kearsipanberdasarkan asas asal-usul, asas aturan asli dan standardeskripsi arsip statis.
 Pasal 42
 (1) Pengolahan arsip statis dilaksanakan melalui kegiatan :
 a. penataan informasi arsip statis;
 b. penataan fisik arsip statis; dan
 c. penyusunan sarana bantu temu balik arsip statis.
 (2) Pada saat arsip statis diserahkan atau diakuisisi, wajibdilengkapi dengan daftar arsip statis.
 (3) Sarana bantu temu balik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c, meliputi :
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 a. guide;
 b. daftar arsip statis; dan
 c. inventaris arsip.
 (4) Daftar arsip statis sebagimana dimaksud pada ayat (2) danayat (3) huruf c, paling sedikit memuat :
 a. pencipta arsip;
 b. nomor arsip;
 c. kode klasifikasi;
 d. uraian informasi arsip;
 e. kurun waktu;
 f. jumlah arsip; dan
 g. keterangan.
 Paragraf 4Preservasi Arsip Statis
 Pasal 43
 (1) Preservasi arsip statis sebagaimana dimaksud dalam pasal39 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara preventif dankuratif oleh SKPD yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang kearsipan untuk menjaminkeselamatan dan kelestarian arsip;
 (2) Preservasi arsip statis dengan cara preventif sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 a. penyimpanan;
 b. pengendalian hama terpadu;
 c. reproduksi; dan
 d. perencanaan terhadap bencana.
 (3) Preservasi arsip statis dengan cara kuratif sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perawatanarsip statis dengan memperhatikan keutuhan informasiyang dikandung dalam arsip statis.
 Pasal 44
 (1) Pelaksanaan preservasi arsip statis melalui reproduksidilaksanakan dengan melakukan alih media arsip statis.
 (2) Alih media arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi fisik dan nilaiinformasi.
 (3) SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kearsipan membuat kebijakan alih media arsipstatis.
 (4) Arsip statis hasil alih media diautentikasi oleh pimpinanSKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kearsipan.
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 Pasal 45
 (1) Pelaksanaan alih media arsip statis sebagaimana dimaksuddalam Pasal 44 ayat (2) dituangkan dalam berita acaradengan dilampiri daftar arsip.
 (2) Berita acara alih media arsip statis paling sedikitmemuat :
 a. waktu pelaksanaan;
 b. tempat pelaksanaan;
 c. jenis media;
 d. jumlah arsip;
 e. keterangan tentang arsip yang dialihmediakan;
 f. keterangan proses alih media yang dilakukan;
 g. pelaksana; dan
 h. tanda tangan pimpinan SKPD yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang kearsipan.
 (3) Daftar arsip statis yang dialihmediakan paling sedikitmemuat:
 a. pencipta arsip;
 b. nomor urut;
 c. jenis arsip;
 d. jumlah arsip;
 e. kurun waktu; dan
 f. keterangan.
 (4) Alih media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2)menghasilkan arsip statis dalam bentuk dan mediaelektronik dan/atau media lainnya sesuai dengan aslinya.
 (5) Arsip yang dialihmediakan tetap disimpan untukkepentingan pelestarian dan pelayanan arsip.
 Paragraf 5Akses Arsip Statis
 Pasal 46
 (1) Akses arsip statis dilaksanakan oleh SKPD yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangkearsipan bagi kepentingan pengguna arsip dalam rangkapendayagunaan dan pelayanan publik.
 (2) Akses arsip statis untuk pengguna arsip dijamin oleh SKPDyang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangkearsipan dengan menyediakan sarana dan prasaranaakses arsip statis.
 (3) Akses arsip statis dilaksanakan denganmempertimbangkan :
 a. prinsip keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsipstatis; dan
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 b. sifat keterbukaan dan ketertutupan arsip sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
 (4) Akses arsip statis dapat dilakukan secara manual dan/atauelektronik.
 (5) Apabila akses arsip statis yang berasal dari pencipta arsipterdapat persyaratan tertentu, akses dilakukan sesuaidengan persyaratan dari pencipta arsip yang memiliki arsiptersebut.
 Pasal 47
 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan arsipstatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) diaturdengan Peraturan Walikota.
 Bagian KeempatAutentikasi
 Pasal 48
 (1) Autentikasi dilaksanakan terhadap :
 a. arsip statis setelah dilakukan proses pengujian;
 b. arsip dinamis hasil alih media; dan
 c. arsip statis hasil alih media.
 (2) Autentikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanuntuk menjamin keabsahan arsip.
 (3) Arsip dinamis hasil alih media dilegalisasi denganautentikasi oleh pimpinan pencipta arsip.
 (4) Arsip statis hasil alih media dilegalisasi dengan autentikasioleh Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusanpemerintahan bidang kearsipan.
 (5) Autentikasi terhadap arsip dinamis hasil alih mediasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan terhadap arsipstatis hasil alih media sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilaksanakan dengan memberikan tanda tertentu yangdilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan arsip hasil alihmedia.
 Pasal 49
 (1) Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang kearsipan membuat surat pernyataan mengenaipenetapan autentisitas arsip statis.
 (2) Dalam menetapkan autentikasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang kearsipan dapat berkoordinasidengan pihak tertentu yang mempunyai kemampuan dankompetensi di bidangnya.
 (3) Sebelum menetapkan autentikasi arsip statis, terlebihdahulu dilakukan pengujian terhadap isi, struktur, dankonteks arsip statis;
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 (4) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukanoleh :
 a. tim ahli;
 b. pihak yang memiliki kemampuan dan kompetensi; dan
 c. laboratorium.
 (5) SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kearsipan dapat memfasilitasi permintaanautentikasi arsip statis yang diajukan oleh pencipta arsipdan masyarakat di daerah.
 Bagian KelimaAlih Media
 Pasal 50
 (1) Dalam rangka pemeliharaan, arsip dapat dialihmediakan.
 (2) Alih media arsip dapat dilakukan terhadap arsip dinamismaupun arsip statis.
 (3) Alih media arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi fisik dan nilaiinformasi.
 (4) Kebijakan alih media arsip ditetapkan oleh :
 a. pimpinan Pencipta Arsip untuk alih media arsipdinamis; dan
 b. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahanbidang kearsipan untuk alih media arsip statis.
 (5) Alih media menghasilkan arsip dalam berbagai bentuksesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasiberdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
 (6) Arsip hasil alih media dan hasil cetaknya merupakan alatbukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
 (7) Pelaksanaan alih media arsip dinamis dan arsip statisdituangkan dalam berita acara dan dilampiri daftar arsipdinamis dan arsip statis yang dialihmediakan.
 (8) Arsip yang telah dialihmediakan tetap disimpan untukkepentingan hukum, pelestarian dan pelayanan arsipsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 Pasal 51
 (1) Berita acara pelaksanaan alih media arsip dinamissebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (7), palingsedikit memuat :
 a. waktu pelaksanaan;
 b. tempat pelaksanaan;
 c. jenis media;
 d. jumlah arsip;
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 e. keterangan proses alih media yang dilakukan;
 f. pelaksanaan; dan
 g. tanda tangan pimpinan unit pengolah dan unitkearsipan.
 (2) Daftar arsip dinamis yang dialihmediakan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 50 ayat (7), paling sedikit memuat :
 a. unit pengolah;
 b. nomor urut;
 c. jenis arsip;
 d. jumlah arsip;
 e. kurun waktu; dan
 f. keterangan.
 Pasal 52
 (1) Berita acara pelaksanaan alih media arsip statissebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (7), palingsedikit memuat :
 a. waktu pelaksanaan;
 b. tempat pelaksanaan;
 c. jenis media;
 d. jumlah arsip;
 b. keterangan tentang arsip yang dialihmediakan;
 e. keterangan proses alih media yang dilakukan;
 f. pelaksanaan; dan
 g. tanda tangan Kepala SKPD yang menyelenggarakanurusan di bidang kearsipan.
 (2) Daftar arsip statis yang dialihmediakan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 50 ayat (7), paling sedikit memuat :
 a. pencipta arsip;
 b. nomor urut;
 c. jenis arsip;
 d. jumlah arsip;
 e. kurun waktu; dan
 f. keterangan.
 Pasal 53
 (1) SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kearsipan menyediakan sarana dan prasarana alihmedia yang memadai.
 (2) Alih media dilaksanakan dengan memperhatikan prinsipnilai informasi, keamanan informasi, keselamatan kondisifisik arsip, efisiensi, serta ketersediaan teknologi akses danperawatannya.
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 Bagian KeenamPenghargaan
 Pasal 54
 (1) Dalam rangka penyelamatan arsip statis, PemerintahDaerah melalui SKPD yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang kearsipan, dapat memberikanpenghargaan atau imbalan kepada masyarakat.
 (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan kepada masyarakat yang memberitahukankeberadaan dan/atau menyerahkan arsip statis yangmasuk dalam DPA kepada SKPD yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang kearsipan.
 (3) Imbalan diberikan kepada masyarakat yang menyerahkanarsip statis yang dimiliki atau dikuasai kepada SKPD yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangkearsipan.
 (4) Pemberian imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dilaksanakan berdasarkan kesepakatan anatarapemerintah daerah dengan masyarakat yang menyerahkanarsip statis tersebut.
 (5) Penghargaan dan imbalan sebagaimana dimaksud padaayat (2) dan ayat (3), dapat diberikan dalam bentuk :
 a. piagam;
 b. bantuan sarana kearsipan; dan/atau
 c. kompensasi berupa uang.
 (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberianpenghargaan dan imbalan sebagaimana diatur pada ayat (5)diatur dalam Peraturan Walikota.
 BAB IXSIKK DAN JIKK
 Bagian KesatuPembangunan SIKK dan JIKK
 Paragraf 1Pembangunan SIKK
 Pasal 55
 (1) SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kearsipan membangun dan mengelola SIKK yangmerupakan sistem informasi kearsipan di Daerah.
 (2) Pembangunan SIKK dilaksanakan melalui :
 a. penetapan kebijakan SIKK; dan
 b. penyelenggaraan SIKK.
 (3) Penetapan kebijakan SIKK meliputi :
 a. kebijakan dalam penyediaan informasi kearsipan; dan
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 b. kebijakan dalam penggunaan informasi kearsipan.
 (4) Pembangunan SIKK merupakan kelanjutan daripembangunan SKK.
 (5) SIKK merupakan bagian dari SIKN.
 Paragraf 2Pembangunan JIKK
 Pasal 56
 Dalam melaksanakan fungsi SIKK, SKPD yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kearsipanmembentuk JIKK.
 Pasal 57
 (1) JIKK merupakan sistem jaringan informasi dan saranapelayanan untuk :
 a. arsip dinamis; dan
 b. arsip statis.
 (2) JIKK merupakan simpul jaringan kearsipan daerah danmerupakan bagian dari JIKN.
 (3) Simpul jaringan kearsipan daerah bertanggung jawab atas:
 a. penyediaan informasi kearsipan yang disusun dalamdaftar arsip dinamis dan daftar arsip statis;
 b. penyampaian daftar arsip dinamis dan daftar arsipstatis kepada pusat jaringan nasional;
 c. pemuatan informasi kearsipan untuk arsip dinamis danarsip statis dalam JIKK;
 d. penyediaan akses dan layanan informasi kearsipan; dan
 e. evaluasi secara berkala.
 Bagian KeduaPenggunaan Informasi Kearsipan
 Pasal 58
 (1) Untuk meningkatkan manfaat arsip bagi kesejahteraanmasyarakat, JIKK digunakan sebagai wadah layananinformasi kearsipan untuk Pemerintah Pusat, PemerintahProvinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
 (2) Informasi kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),adalah khusus untuk informasi yang bersifat terbukasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 (3) Informasi kearsipan paling sedikit memuat :a. pencipta arsip;b. nomor arsip;c. kode klasifikasi;d. uraian informasi;
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 e. kurun waktu;f. jumlah; dang. keterangan.
 BAB XSUMBER DAYA PENDUKUNG
 Bagian KesatuSumber Daya Manusia
 Paragraf 1Umum
 Pasal 59
 Sumber daya manusia kearsipan terdiri atas pejabat strukturalbidang kearsipan, arsiparis dan fungsional umum di bidangkearsipan.
 Pasal 60
 Arsiparis terdiri atas Arsiparis PNS dan Arsiparis bukan PNS.
 Pasal 61
 Arsiparis dan fungsional umum di bidang kearsipansebagimana dimaksud dalam Pasal 59, diberikan insentifsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 Paragraf 2Kedudukan Hukum dan Kewenangan Arsiparis
 Pasal 62
 (1) Arsiparis mempunyai kedudukan hukum sebagai tenagaprofessional yang memiliki kemandirian dan independendalam melaksanakan fungsi dan tugasnya;
 (2) Fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi :
 a. menjaga terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukanoleh pemerintah daerah dan BUMD sesuai dengankewenangannya;
 b. menjaga ketersediaan arsip yang autentik danterpercaya sebagai alat bukti yang sah;
 c. menjaga terwujudnya pengelolaan arsip yang handaldan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan;
 d. menjaga keamanan dan keselamatan arsip yangberfungsi untuk menjamin arsip-arsip yang berkaitandengan hak-hak keperdataan masyarakat melaluipengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik danterpercaya;

Page 28
                        

- 28 -
 e. menjaga keselamatan dan kelestarian arsip sebagaibukti pertanggungjawaban dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 f. menjaga keselamatan aset daerah dalam bidangekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan sertakeamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa;
 g. menyediakan informasi guna meningkatkan kualitaspelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatanarsip yang autentik dan terpercaya.
 Pasal 63
 Dalam melaksanakan fungsi dan tugas, arsiparis mempunyaikewenangan :
 a. menutup penggunaan arsip yang menjadi tanggungjawabnya oleh pengguna arsip, apabila dipandangpengguna arsip dapat merusak keamanan informasi dan/atau fisik arsip;
 b. menutup penggunaan arsip yang menjadi tanggungjawabnya oleh pengguna arsip yang tidak berhak sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 c. melakukan penelusuran arsip pada pencipta arsipberdasarkan penugasan oleh pimpinan pencipta arsip atauKepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang kearsipan sesuai dengan kewenangannya dalamrangka penyelamatan arsip.
 Paragraf 3Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan
 Pasal 64
 (1) Pendidikan dan pelatihan teknis kearsipan dilaksanakanuntuk mencapai persyaratan kompetensi teknis dalamjabatan yang mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawabmelakukan kearsipan.
 (2) Pendidikan dan pelatihan kearsipan bertujuan :
 a. meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan,sikap dan semangat pengabdian untuk dapatmelaksanakan tugas jabatan di bidang kearsipan;
 b. menciptakan sumber daya manusia kearsipan yangmemenuhi persyaratan kompetensi di bidang kearsipan;dan
 c. menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikirdalam melaksanakan tugas di bidang kearsipan.
 (3) Pendidikan dan pelatihan teknis kearsipan dapatdiselenggarakan secara berjenjang.
 (4) Pendidikan dan pelatihan teknis kearsipan diikuti oleh :
 a. pegawai negeri sipil yang akan atau telah mendudukijabatan yang fungsi, tugas dan tanggung jawabnyamelaksanakan kegiatan kearsipan;
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 b. pejabat struktural di bidang kearsipan; dan
 c. pengurus BUMD dan pegawai BUMD.
 Bagian KeduaPrasarana dan Sarana
 Pasal 65
 (1) Pengelolaan arsip dilakukan dengan menggunakanprasarana dan sarana berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan.
 (2) Prasarana dan sarana meliputi :
 a. gedung;
 b. ruang; dan
 c. peralatan dikembangkan sesuai dengan kemajuanteknologi dan informasi.
 (3) Setiap SKPD dapat menyediakan prasarana dan saranasebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 Bagian KetigaOrganisasi Kearsipan
 Pasal 66
 (1) Penyelenggaraan Kearsipan Daerah dilaksanakan oleh :
 a. Lembaga Kearsipan Daerah yang diselenggarakan olehSKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kearsipan; dan
 b. Pencipta Arsip yang terdiri dari SKPD dan BUMD.
 (2) SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a, bertindak juga sebagai Unit Kearsipan I.
 (3) Penyelenggaraan Kearsipan pada Pencipta Arsipsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakanoleh:
 a. Unit Kearsipan II yang dilaksanakan oleh unit kerjapada Pencipta Arsip yang membidangi tata usaha; dan
 b. Unit Pengolah yang dilaksanakan oleh unit kerja padaPencipta Arsip yang bertanggung jawab mengolahsemua arsip yang berkaitan dengan penciptaan arsip dilingkungannya.
 Pasal 67
 (1) SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kearsipan mempunyai tugas dan kewajiban sebagaiberikut:
 a. melaksanakan pengelolaan Arsip Statis yang berskalaDaerah yang diterima dari Pencipta Arsip dan/ataumasyarakat;
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 b. mengelola Arsip Dinamis Inaktif yang memiliki retensipaling sedikit 10 (sepuluh) tahun yang berasal dariPencipta Arsip; dan
 c. melaksanakan Pembinaan Kearsipan.
 Pasal 68
 (1) Unit kearsipan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66ayat (3) huruf a, memiliki tugas sebagai berikut :
 a. melaksanakan pengelolaan arsip inaktif dari unitpengolah di lingkungan Pencipta Arsip;
 b. mengolah arsip dan menyajikan arsip menjadi informasidalam rangka SKK dan SIKK;
 c. melaksanakan pemusnahan arsip di lingkunganPencipta Arsip;
 d. memindahkan arsip dinamis inaktif yang memilikiretensi paling sedikit 10 (sepuluh) tahun ke UnitKearsipan I;
 e. mempersiapkan penyerahan arsip statis oleh pimpinanPencipta Arsip kepada SKPD yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang kearsipan; dan
 f. melaksanakan pembinaan dan evaluasi dalam rangkapenyelenggaraan kearsipan di lingkungan PenciptaArsip.
 (2) Unit Kearsipan II memiliki fungsi sebagai berikut :
 a. pengolahan arsip inaktif dari Unit Pengolah dilingkungan Pencipta Arsip;
 b. pengolahan arsip dan penyajian arsip menjadiinformasi;
 c. pemusnahan arsip di lingkungan Pencipta Arsip;
 d. penyiapan penyerahan arsip statis oleh pimpinanPencipta Arsip kepada SKPD yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang kearsipan; dan
 e. pembinaan dan pengevaluasian dalam rangkapenyelenggaraan kearsipan di lingkungan PenciptaArsip.
 Pasal 69
 Unit Kearsipan II dipimpin oleh seorang pejabat strukturalyang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperolehmelalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihankearsipan.
 Pasal 70
 (1) Unit Pengolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat(3) huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut :
 a. menciptakan arsip;
 b. memberkaskan arsip aktif;
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 c. mengelola, menyimpan dan menyajikan arsip aktif danarsip vital; dan
 d. memindahkan arsip inaktif ke Unit Kearsipan II.
 (2) Unit Pengolah melaporkan tugas dan tanggung jawabpengelolaan arsip aktif kepada pimpinan Pencipta Arsipmelalui Unit Kearsipan II.
 (3) Pengelolaan arsip vital dan arsip aktif menjadi tanggungjawab pimpinan Unit Pengolah.
 Bagian KetigaPendanaan
 Pasal 71
 (1) Pendanaan dalam pengelolaan kearsipan digunakan untukhal-hal sebagai berikut :
 a. merumuskan dan menetapkan kebijakan kearsipan;
 b. pembinaan kearsipan;
 c. pengelolaan arsip;
 d. penelitian dan pengembangan;
 e. pengembangan Sumber Daya Manusia;
 f. penyelenggaraan pendididkan dan pelatihan kearsipan;
 g. penyediaan jaminan kesehatan;
 h. tambahan tunjangan sumber daya kearsipan; dan
 i. penyediaan sarana dan prasarana.
 (2) Pendanaan dalam rangka pelindungan dan penyelamatanarsip akibat bencana menjadi tanggung jawab SKPD yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangkearsipan dan pencipta arsip yang meliputi pencegahanbencana, penyelamatan, dan pemulihan akibat bencana.
 (3) Pendanaan dalam pengelolaan kearsipan yangdilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dialokasikan dalamAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 (4) Pendanaan dalam pengelolaan kearsipan yangdiselenggarakan oleh BUMD dialokasikan dalam AnggaranBUMD.
 BAB XIPERAN SERTA MASYARAKAT
 Pasal 72
 (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaankearsipan.
 (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat diwujudkan dalam ruang lingkup sebagai berikut:
 a. pengelolaan arsip;
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 b. penyelamatan arsip;
 c. penggunaan arsip;
 d. penyediaan sumber daya pendukung; dan
 e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 BAB XIIKERJASAMA DAERAH
 Pasal 73
 Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama daerah dibidang kearsipan dengan pencipta arsip sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
 Pasal 74
 Kerjasama daerah yang dilaksanakan dengan pencipta arsipnon pemerintah dapat dipungut retribusi sebagaimana diaturdalam Peraturan Daerah tentang Retribusi PemakaianKekayaan Daerah.
 BAB XIIIKETENTUAN SANKSI
 Pasal 75
 Pelanggaran terhadap ketentuan kearsipan dapat dikenakansanksi administratif dan/atau pidana sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
 BAB XIVPENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
 Pasal 76
 Pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan kearsipandilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sesuaikewenangan masing-masing.
 Pasal 77
 Pengendalian kearsipan dilaksanakan oleh SKPD yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kearsipanmelalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
 Pasal 78
 (1) Pengawasan kearsipan meliputi pengawasan ataspelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dan penegakanperaturan perundang-undangan.
 (2) Pengawasan atas penyelenggaraan kearsipan di lingkunganPemerintah Daerah dilaksanakan oleh SKPD yang
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 menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangkearsipan dan/atau Unit Kearsipan II bekerja sama denganSKPD yang menyelenggarakan fungsi pengawasan.
 (3) Pengawasan atas penyelenggaraan kearsipan di lingkunganBUMD dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal BUMD.
 BAB XVKETENTUAN PENUTUP
 Pasal 79
 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudahditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak PeraturanDaerah ini diundangkan.
 Pasal 80
 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannyadalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.
 Ditetapkan di Tasikmalayapada tanggal 15 Juni 2015
 WALIKOTA TASIKMALAYA,
 H. BUDI BUDIMAN
 Diundangkan di Tasikmalayapada tanggal 15 Juni 2015
 SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,
 H.I.S. HIDAYAT
 LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2015 NOMOR 163
 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT: 83/2015
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